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Nomor :1029 K/Pdt/2004
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasadh t@l@engambil putusan
sebagai berikut dalam perkara :

I. LAGIMIN MISNADIN, SH., beralamat di Rt. 06/Rw.llI,
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupaadiraak
untuk diri sendiri dan selaku kuasa datiABEL LADO ,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Septe200&r ;
Pemohon Kasasi | dahulu Tergugat VII dan Tergugét |
Pembanding;

1. PAULUS SAMUEL CORNELIS SINE, SH., beralamat di Rt.
07/Rw.lll, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa LikKata
Kupang, bertindak untuk diri sendiri dan selakudaudari :;

1. MARKUS PADAMAI, beralamat di Rt. [IlI/Rw.IV,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kgipan

2. JOHN BULAN, beralamat di Rt. 07/Rw.03, Kelurahan
Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berkasar
surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2003 ;

3. GEREJA MASEHI HARI KETUJUH beralamat di Rt.
II/Rw.IV, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Likata
Kupang ;

4. MESAKH SAMUEL SAIN , beralamat di Rt. 06/Rw.llI,

Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

5. Ir.B.C.I. BENNY SAIN,.............

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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putusan.mahkamahagua@-90.ihenNy  SAIN, beralamat di Rt. 22/Rw.08,

Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota

Kupang;
6. Ir. VIKTOR J. BALLO.MS, beralamat di Rt. 24/Rw.08,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kagipan
7. DANIEL MAJENI, beralamat di Rt. 06/37 Rw.llI,
Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Septeol@r
Para Pemohon Kasasi Il dahulu Tergugat I, I, HNMWVIIILX
dan Xl/Para Pembanding;
melawan:
THOBIAS DARWIN JACOB NALLE, beralamat di Rt.
02/Rw.01, Kelurahan Oetek, Kecamatan Oebobo, Katgakg,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaThobias M. Nalle, SH.,
Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan B&iaR3
Kelurahan Batuplat, KecamatanAlak, Kota Kupang,dhsarkan
surat kuasa khusus tanggal 20 September 2001 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
d a n
KOPERASI IKPRES, beralamat di Rt. II/Rw.lV, Kelurahan
Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Turut &edng ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang,..................
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p“tusa”-mahk%%ﬂﬁ%ﬁ?%goﬂghwa dari surat-surat tersebut ternyladhwa

sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat dah mmenggugat

sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut TermohoasKasbagai para
Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Ne#empang pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat asli adalah keturunan lurus/ahtiswaang
syah dari nenek bernama Zeth Sine (almarhum) dersgyamya
bernama Elisabeth Sine-Salmena (almarhumah) damuk unt
selanjutnya dapat dilihat darisilsilah yang terlamplalam
gugatan ini ;

2. Bahwa semasa hidupnya Nenek Penggugat asli selain
menurunkan keturunan yaitu Penggugat asli danstgalaranya,
Nenek Penggugat asli memiliki dan meninggalkandselg tanah
pekarangan yang ditanami puluhan pohon kelapaardoypati dan
lain-lainnya serta menggali sebuah sumur hidup yaaga juga
dipagari keliling dengan batu-batu hutan serta pgbwmhon
hidup lainnya seputar batas-batasnya ;

- Bahwa tanaman-tanaman yang ada diatas tanah warisan
Penggugat asli kemudian dimusnahkan oleh Militpadg pada
tahun 1945 dan sekarang masih tinggal berdiri palon kelapa
dengan satu buah sumur air hidup ;

- Bahwa tanah pekarangan tersebut terletak di RWIDR,
Lingkungan I1l, Kelurahan Oesapa, Kecamatan KelapaalL
Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana dimrdidam

gugatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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puwsan'mahka—lm@&%@ggliggnlggugat asli adalah anak ketiga dari esgadara

yang merupakan ahli waris dan atau mempunyai hals at

tanah/segala warisan yang ditinggalkan Nenek Zegth &ngan
istrinya, akan tetapi ketiga saudara Penggugat tastiebut
menolak untuk menerima dan menuntut hak warisnylauibeng
mengikuti suami yang berada diluar daerah ;

3. Bahwa diatas tanah warisan Penggugat asli dengaas-b
batasnya yang disebutkan pada angka 2 butir 2.2atgog
dimohonkan hak oleh ibu Penggugat asli lalu oletugas
Bapeda Propinsi NTT Bidang Fisik telah melakukangod&uran
akan tanah warisan dimaksud dengan surat Nomor
023.1/IP/129/1985 tanggal 18 Desember 1985 dan talike
luasnya tanah warisan tersebut seluas 29.949 M2 ;

- Bahwa sementara proses hak berjalan, tiba-tiba nhdmrgugat
asli | lalu mengklaim tanah warisan milik Pengguasit tersebut
diatas sekaligus mengadakan pencegahan ke Kantoaridg
Kupang hingga terjadilah sengketa ;

- Bahwa kemudian ibu Penggugat asli meninggal duraa d
kebetulan Penggugat asli dan para ahli waris lankgluar
daerah dan tidak berada di tempat maka Tergudiat kdu
memanfaatkan kesempatan menempati tanah warisaakslich
pada point 2 tersebut dengan melawan hak dan nggang
hukum yaitu menyerobot lalu membangun rumah tinggahi

permanen. Selain itu juga membuat perbuatan-perbulin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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putusan.mahkam%lgga%ngag%li}d sengketa dengan menjual, menghibakdgada

Tergugat asli Il sampai dengan Tegugat asli V ;

- Bahwa kemudian muncul Tergugat asli VI lalu bekesgana
dengan Tergugat asli | dan menjual, menghibahkgirskEbagian
dari tanah warisan yang sisa kepada Tergugat I\&dtarusnya;

- Bahwa tanah yang dihibahkan atau dijual oleh Teagugli |
dan Tergugat asli IV kepada Tergugat lainnya tidéddéetahui
secara pasti akan luasnya masing-masing bidangtupegi
batas-batasnya ;

- Bahwa walaupun Tergugat asli | dan Tergugat aslidhgetahui
persis akan hak ibu Penggugat asli masih dalamsststngketa,
namun dengan licik dan beritikad buruk karena titbekterus
terang akan riwayat kepemilikan atau menipu BadamaRahan
Nasional Kabupaten Kupang dalam hal ini tidak mangkan
terlebih dahulu akan riwayat kepemilikan tanahgben Badan
Pertanahan Nasional mengeluarkan bukti hak milipakia
Tergugat yang baru diketahui Penggugat asli kepadaing-
masing :

1. Tergugat asli | No.Sertifikat 22.520.1-24.13-2000,
tanggal 15-02-2000 ;

2. Tergugat asli Il No.Sertifikat 23.520.1-24.13-2000,
tanggal 15-02-2000 ;

3. Tergugat asli IV No.Sertifikat 522/24.01/06/97,

tanggal 06-05-1997 ;

4. Tergugat asili.............

Disclaimer
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pumsan'mahkamahagungﬁofgrgugat asli VIl No.Sertifikat 521/63/22/Kpg-

PDPT/1995, tanggal 19-10-1995 ;

- Bahwa oleh karena sertifikat bukti Hak Milik yangmniliki para
Tergugat didasari dengan hal-hal yang tidak sesleasigan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP Nolon ta
1961) seta dilandasi dengan perbuatan melawan hulkam
melawan hak (cacat Hukum) maka Penggugat asli mké&pada
Bapak agar sertifikat atas bukti hak milik atas aahergugat
asli I, Tergugat asli Il, Tergugat asli IV danTegat asli VI,
serta surat-surat lainnya yang dipakai oleh panaguigat asli
tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti maggerkara ini
dengan alasan sebagaimana yang disebutkan diatas ;

4. Bahwa perbuatan Tergugat asli | dan Tergugat dgtada point
angka 3 diatas yaitu dengan cara menyerobot, lambangun
rumah tinggal dan membuat perbuatan-perbuatan yairyang
ada hubungannya dengan tanah warisan milik Penggsia
adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melamkam
sehingga tepat dan beralasan dari segi hukum leagjgagat asli
sebagai salah satu ahli waris untuk mengajukan tgogai
seraya menuntut pengembalian tanah sengketa térkepada
Penggugat asli ;

- Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah warisanmildn
Penggugat asli maka segala perbuatan hukum dan tiaehu

apapun yang dilakukan oleh Tergugat asli | dan dgagasli VI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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puwsan'mahkam%%lwsg'g%éi—pihak lainnya atau siapa-siapa sajm yhatas

tanah sengekta adalah tidak sah dan batal demnihuku

- bahwa demi membatasi perbuatan-perbuatan para garasli
atau siapa saja yang mengganggu atau melakukamat&egi
kegiatan apa saja diatas tanah sengketa maka Rygtgagsii
mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang
memerintahkan untuk menghentikan segala kegiataahet ;

5. Bahwa Penggugat asli sangat kuatir akan itikad byvara
Tergugat asli yang akan mengalihkan ataupun mddamakak
lain terhadap tanah sengketa maka Penggugat akh kianya
Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan ait@npn
dari adanya gugatan Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mmé&kpada

Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putuslaagsi berikut :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat maupun pihakadt&u
siapa-siapa saja yang mendapat hak dari para Targuduk
segera serta menghindar dari tindakan-tindakan waglgnggar
hukum atau melawan hak terhadap hak milik Penggaght
diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkar

2. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalatvaig

yang sah dari Zeth Sine (almarhum) dengan istriBysabeth

Sine-Salmena..............

Disclaimer
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puwsan'mahkam%'iﬁ%ljgghg%h% (almarhumah) sehingga berhak atash tana

sengketa ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketatgdatak
di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kotpalg,
luasnya 29.949 M2 dengan batas-batas sebagai beriku
= Utara berbatas dengan tanah milik Ferdinantus Fangg
= Selatan berbatas dengan jalan Tim-Tim ;
= Timur berbatas dengan Tonci Bunda/Stefanus Shijanto
= Barat berbatas dengan Francia Tungga-Sine ;

Adalah sah milik Penggugat karena warisan ;

4. Menyatakan hukum para Tergugat dengan cara merterob
membangun rumah tinggal atau perbuatan-perbuatany&
diatas tanah engketa kepada pihak lain atau siapa-saja
adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;

5. Menyatakan segala perbuatan hukum peralihan hak ata
perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh pasegldgat
atas tanah sengketa kepada pihak lain atau siapa-saja
adalah tidak sah dan batal demi hukum dan karekanmg

6. Menyatakan hukum sertifikat masing-masing : No.520Q.1-
24.13-2000, No. 23.520.1-24.13-2000, No. 522/20&6/9/7, No.
521/63/22/Kpg-PDPT/1995 cacat hukum dan tidak memwmaiu
nilai pembuktian ;

7. Menghukum para Tergugat atau siapa-siapa saja ryemglapat
hak dari padanya segera mengembalikan tanah seanglest

menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sskeagaia

Disclaimer
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pUtusan'mahkam%‘?‘g&I r(!i%gﬂﬁl(é(eadaan tertib, aman dan jika perlgatebantuan

pihak keamanan (polisi) ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yanguitiéak oleh
Juru sita Pengadilan Negeri Kupang terhadap obsegketa ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala hiagg
timbul dalam perkara ini secara tanggung renteagséma) ;
10.Mohon putusan yang seadil-adilanya ;
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pagagdger telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sddsgaut :

Eksepsi Tergugat |, Il dan Il

Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atatsPRurrgyataan
Penolakan Warisan tanggal 25 Januari 2001 yangtadike oleh Lurah
Oetete ;

Bahwa luas tanah yang diuraikan dalam gugatan RPgaggdalah
tidak jelas atau meragukan ;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Baddaan@han
Nasional Kupang tidak ikut digugat dalam perkara abeh sebab tanah-
tanah sengketa tersebut telah mempunyai Sertiflad Milik atas nama
Tergugat | dan Tergugat |l dengan demikian gug&amgugat harus ditolak
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diitari

Eksepsi Tergugat VI, VIl, VIIl dan IX

Bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis karena Pgagdidak
melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mengajutarmohonan
pengalihan hak waris tanah kepada BPN setempambatdambatnya 6

(enam) bulan setelah pewaris meninggal dunia sghirdalii Penggugat

Disclaimer
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p“““@e@%&ﬁﬂé@ﬂﬂ%&\glﬁ%@ atau ahli waris atas sefittanah seluas 29.949 M2

mempunyai landasan hukum pasti dan kuat, sehirsg@dntsengketa tersebut

tidak terlantar, demikian juga mengenai simbol-simkepemilikan atas

tanah tersebut tidak tepat yang mengakibatkan keesn atas batas-batas
tanah sengketa dalam gugatan oleh karena itu guda@mggugat dapat
dinyatakan daluwarsa acquistief yang secara hukamshdinyatakan tidak

dapat diterima ;

Bahwa ketidak pedulian akan hak dan kewajiban pdata waris
berdampak pula pada tidak tepatnya dalil Penggaigest batas-batas tanah
waris maupun luas tanah waris dengan kenyataankopgekara, maka
gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapatrdaer

Bahwa gugatan Penggugat juga kurang lengkap olefn&aanah
yang dikuasai oleh para Tergugat telah dikukuhkangedn Sertifikat Hak
Milik 521/63/22/Kpg-PDPT/1995, tanggal 13 Maret H9®tapi Institusi
Agraria tidak ikut digugat, maka selayaknya gugaBenggugat tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Neggarg telah
mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 A@D2 No.05/Pdt.G/
2002/PN.KPG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

A. Dalam Provist

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;
B. Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi dari para Tergugat seluruhnya ;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan................

Disclaimer
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putusan.mahkamaqu\lAggsgaqethan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah ahl

waris yang sah dari Zeth Sine (almarhum) dengamyst
Elisabeth Sine-Salmena (almahumah) sehingga beatsek
tanah sengketa ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yang
terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima
Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa Kelurahan-Ferdinantus Fganggi

Selatan : berbatas dengan dengan jalan Tim-Tim ;

Timur :tanah Tonci Bunda/Stefanus Shianto ;

Barat : Jalan Desa/Kelurahan-Francine Tungga-S

Adalah sah milik Penggugat karena warisan ;

Menyatakan hukum para Tergugat dengan membangun
rumah tinggal atau perbuatan-perbuatan lainnyasli@nah
sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melanggar
hukum ;

Menyatakan segala perbuatan hukum peralihan hak ata
perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh para
Tergugat atas tanah sengketa kepada pihak lainsépa-
siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
Menyatakan hukum sertifikat masing-masing : No520.1-
24.13-2000, No. 23.520.1-24.13-2000, No. 522/206/9/7,

No. 521/63/22/Kpg-PDPT/1995 menjadi cacat hukum dan

tidak mempunyai nilai pembuktian ;

7. Menghukum.............
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putusan.mahkamapgq\%gg%%m para Tergugat atau siapa saja yang mandap

hak dari padanya segera mengembalikan/menyerabkah t

sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semuda sert
dalam keadaan tertib, aman jika perlu dengan bamirak
keamanan Polri ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya

perkara ini yang hingga Kkini saja dianggar sebesar
Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selgdihn
putusan mana dalam tingkat banding atas permohpaaa Tergugat/
Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggipatg dengan
putusannya tanggal 15 Agustus 2003 No0.39/Pdt/200R/P

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukapad® para
Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 3 2@dnudian
terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengamtpaman kuasanya
khusus, berdasarkan suat kuasa khusus masing-ntasggpl 26 September
2003 dan tanggal 29 September 2003 diajukan gdenan kasasi secara
tertulis pada tanggal 27 September 2003, sebagairternyata dari akte
permohonan kasasi No0.05/Pdt.G/2002/PN.Kpg, yanauadilbleh Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan rkanmaudian disusul
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan sglaagma di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tardgktober 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang padgg&h 16

September 2003 telah diberitahu tentang memoriskakai para Pemohon

Kasasi,......cccvvunnn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusa&g{gg@hmh@qugﬁ&ign atas memori kasasi ydaagrda di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Okt@ea3 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beseasaral
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawagateseksama diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditamtdkéam undang-
undang, maka oleh karena itu permohonan kasastbigrsformil dapat
diterima ;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukdéegh
Pemohon Kasasi | dalam memori kasasinya tersella# pokoknya ialah :
1. Bahwa putusan Judex facti telah melanggar ketenhudum
daluwarsa atau verjaring, oleh karena hukum dalsavamang
diatur dalam pasal 1946 sampai dengan pasal 19 H R&tdata
merupakan lembaga kepastian hukum yang memberikan
kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungahadeap
Penggugat dalam kasasi 7 dan 9 (Lagimin Misnadkh,dan
Habel Lado) yang telah memperoleh sertifikat hals ddidang
tanah dari Kantor badan Pertanahan Nasional Pilioping
melalui kegiatan prona tahun 1995, dan telah meohger
sertifikat tersebut sampai saat ini sudah 8 (delppgahun
lamanya, sesuai pasal 19 dan 23 Undang-Undang fsblm
1960 jo pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah AN@BAun
1997 ;

- Bahwa bidang tanah tersebut telah dimiliki oleh dermat

dalam kasasi melalui suatu peristiwva hukum jual dehgan

didasari...................
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puwsan'mahkamag%%%gig(%ﬁﬁad baik, yang patut dan layak dibemika

perlindungan hukum ;

2. Bahwa Judex facti dalam putusannya telah melanggium
acara yaitu mengabulkan hal-hal yang tidak ditunatau
meluluskan lebh dari pada yang dituntut sesuai aempagsal 178
ayat (3) HIR yaitu tentang pokok perkara (petitumgnyatakan
demi hukum data fisik bidang tanah luas 29.949 kb tanah
dan letak bidang tanah sebagaimana terurai dalgatau ;

- Bahwa ternyata Judex facti didalam putusannya telahubah
dan atau menyimpang dari kejadian-kejadian matemihg

relevant yang diajukan sebagai dasar gugatan @yosérta
pokok perkara (petitum) dengan pertimbangan balevestpva
hukum ini hanyalah persengketaan batas-batas samhta dan
bukan perkara kepemilikan hak atas tanah selu@g429d42 ;

- Bahwa perbuatan hukum tersebut sangatlah berakilaim
yang sangat esensi dan fatal bagi Penggugat daksasik
dimana fungsi dan tugas hukum dari Jurisdictio eotibsa
menjadi jurisdictio voluntaria ;

3. Bahwa Judex facti dalam putusannya tidak korelgtiirsgga
seharusnya doktrin dan atribusi kekuasann Hakimatdaenolak
gugatan Tergugat dalam kasasi sehubungan perbbatarm
Tergugat dalam kasasi Il dan IV ahli waris meRkolearisan
sebelum warisan dibagi adalah suatu perbuatan rasléwkum
dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal /28423 KUH

Perdata ;
4. Bahwa.................
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putusan.mahkq{p@&g&ggﬂ‘%}& facti dalam putusannya telah melanggkum

pembuktian pasal 165, 176 HIR karena menurut pexidap

Penggugat dalam kasasi surat bukti yang diajukeim dérgugat
dalam kasasi sebagai alat bukti hak atas tanabhss2l9.949 M2
dan batas-batas yang terurai dalam gugatan tersgata sekali
tidak bersifat suatu akta, melainkan bukti sunatiébih bersifat
dorpsakten atau surat yang bernilai pembuktian dtak tanah
maupun hak waris ;

- Bahwa bukti surat tersebut tidak dibubuhkan suaterangan
yang menerangkan hak atas tanah oleh Pejabat unagasker
atau Notaric ;

5. Bahwa Judex facti telah keliru menerapkan hukunegsisoleh
karena pasal 136 HIR terkandung maksud oleh pengada
undangan untuk menyederhanakan acara persidangaa seas
murah, cepat dan adil ;

- Bahwa mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP No.24/498F
merupakan hukum formil apabila 5 tahun sejak teyait
sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertukepada
pemegang sertifikat dan Kepala Badan PertanahamorNes
yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke d@édag
mengenai kepenguasaan tanah atau penerbitankseitifi ;

- Bahwa lagipula pada landasan hukum positif tersebaka,
kepala BPN Propinsi NTT ikut serta digugat dalarmrkaes ini
sehubugan Penggugat dalam Kasasi ini telah mengberol

Sertifikat Hak atas tanah dari BPN yang lebih 8am|hun ;

6. Bahwa...............

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk%’pa@%gg.\ggdgx facti tidak korektif dalam putusannyaituy

terhadap keterangan saksi sesuai dengan paséllR71adalah

suatu pemutar balikan fakta dipersidangan, hateirdermin dan
terindikasi dengan kuat dari bukti surat P.16 Tgegudalam
Kasasi dimana putusan perkara No0.23/Pdt.G/2001/PS.K
tanggal 30 September 2001 dengan perkara No.O&RAD2/
PN.KPG tanggal 15 Jui 2002 ternyata keterangan pakasi
berbeda satu dengan yang lainnya ;

- Bahwa keterangan saksi Ruben Fanggi ataupun Besriaahgi
merupakan dugaan pendapat ataupun kesimpulan seratda
karena kedua saksi tersebut tidak pernah dipaogsil pewaris
untuk menyaksikan suatu peristiwva hukum membukarhdan
belukar untuk dijadikan lahan pekarangan selua3A2oM?2 ;

- Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah usia mera#a
saat peristiwa hukum tersebut terjadi baru bertisg11 tahun,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut melangasal 145
ayat (1) HIR atau dapat pula disebut testimoniauwldtu ;

7. Bahwa Judex facti dalam putusannya telah melanggkum
dan tidak korektif dalam diktumnya, bahwa hukuntikeat hak
atas tanah Penggugat dalam Kasasi tidak mempuniai n
pembuktian sama sekali sehubungan dengan hukuniihpara
serta memperolehnya dari bukan pemilik tanah yahg s

- Bahwa menurut pendapat hukum Penggugat dalam Kasasi
putusan Judex facti tersebut adalah melanggar hulalumvarsa

khususnya pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerirttah teE997 ;

Menimbang,.............

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
p“tusa”-mahk%%ﬂﬂ%ﬁ‘r%goﬂ%hwa keberatan-keberatan yang diajukdeh

Pemohon Kasasi |l dalam memori kasasinya tergedma pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Judex facti tidak tepat dan tidakabdarena
salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yanakibe
hal ini terlihat bahwa Termohon Kasasi/Penggugdit yemng
mengaku dirinya sebagai ahli waris dari Zeth Sinemshum dan
dinyatakan oleh Judex facti sebagai ahli waris dath Sine
yang berhak atas tanah sengketa adalah kelirun&atidak
mempunyai syarat-syarat sebagai ahli waris yangamtéum
dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 p&@&sah®(1)
dan pasal 26 aat (1) ;

- Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak dilakuskain
Termohon Kasasi/Penggugat asli dan berdasarkan- s
dari Peraturan Pemerintah tersebut maka Termohosadia
Penggugat asli bukanlah ahli waris yang sah ;

- Bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan pendoasia
oleh Judx facti adalah suatu hal yang sangat ketdiam
karenanya Judex facti telah melanggar hukum yarigkue;

2. Bahwa Judex facti tidak berwenang atau melampawasba
kewenangannya, karena dalam pertimbangan dan puatwesa
menyatakan bahwa sertifikat No. 22.520.1-24.13-2080.
23.520.1-24.13-2000, No. 522/24.01/06/97, No. 52/P/B/Kpg-
PDPT/1995, menjadi batal demi hukum dan tidak meryau
nilai pembuktian, benar-benar melampaui batas wangmya,

karena untuk memeriksa dan mengadili/memutus atau

menyatakan..............
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putusan.mahkamqﬂggg&%ggddsumu sertifikat sebagai produk surputkean/

penetapan Pejabat tidak benar, salah dan selayakdsiah

wewenang PTUN bukan kewenangan Pengadilan Negarase
dengan Yursiprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Sdpte
1973 No0.716 K/sip/1973 ;
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan PemolasasK |
tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad.1,2,3,4,5,6 dan ad.7 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenamdah karena
Judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan giynidak salah dalam
menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan PemohsasKII
tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad.ldan ad. 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarsdeh karena
Judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan dgi)ngdak salah dalam
menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diagag, dula
tidak ternyata bahwa putusan Judex facti dalam gperkni bertentangan
dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohkessasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi | : Lagimin Misnadh]., dan Pemohon
Kasasi Il :Paulus Samuel Cornelis Sine, SH., tersebut dietass ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari PemohoasKhaslan

Pemohon Kasasi Il ditolak dan para Pemohon Kasasagai pihak yang
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putusaQa%%hﬁg@%gH&gugﬁ.i&la untuk membayar biaya parldalam tingkat

kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nahdn 2004
dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimaah tubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004Wadang-Undang
lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasaEAGIMIN
MISNADIN, SH., yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuda#&a
HABEL LADO, tersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPAULUS
SAMUEL CORNELIS SINE, SH., yang bertindak untuk diri sendiri dan
selaku kuasa dari 1. MARKUS PADAMAI, 2. JOHN BULAN, 3.
GEREJA MASEHI HARI KETUJUH, 4. MESAKH SAMUEL SAIN,

5. Ir.B.C.I. BENNY SAIN, 6. Ir. VIKTOR J. BALLO.MS, 7. DANIEL
MAJENI, tersebut

Menghukum Pemohon Kasasi | dan Il membayar biay&kape
dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar@®@B0,- (lima ratus ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawar®ahkamah
Agung pada harBelasa, tanggal 21 Juni 2005%leh German Hoediarto,
S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamaju®g sebagai Ketua
Sidang, Arbijoto, S.H, dan Soedarno, S.H, Hakim{iHekAnggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada BdM’'AT,

TANGGAL 8 JULI 2005 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh

Arbijoto, S H..................
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putusa}g\#@i%}%@gﬂq’aggﬂgs%%j]ddmo’ S.H, sebagai Hakimiiaknggota dan Agus

Suwargi, S.H, Panitera Pengganti dengan tidakditihaleh kedua belah

pihak ;
H Hakim-Hakim Anggota ; Ketua ;
ttd./ Arbijoto, S.H. ttd./

German Hoediarto, S.H
ttd./ Soedarno, S.H.

Biaya kasasi Panitera Pengganti ;
1. Meterai.......... ..Rp. 6.000,- ttd./
2. Redaksi........... Rp. 1.000,- Agus Suwargi, SH.
3. Administrasi kasasi ...Rp. 493.000,-

Jumlah ................ Rp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Plt.Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.
NIP. : 040018142

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



